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KOMPARASI ANTARA SISTEM HUKUM TANAH NASIONAL
DENGAN SISTEM  HUKUM TANAH KERATON YOGYAKARTA
Lego Karjoko
 Eventhough there are differences concerning concept, hierarchy and authority between national land
law system and Yogyakarta Palace land law, but could be united to create the right construction of Yogyakarta
Palace land, as there are similarity in both land law system land function and its principle. The Yogyakarta
Palace land right could be divided  into two group: first the right of primer land, in which owned by the Sultan
that based to nation right and given by state and the second the right of seconder land, in which based to
the Sultan ownership right
Key Word : Kompataration Law System.
A. Pendahuluan
UUPA baru dapat diberlakukan di Daerah
Istimewa Yogyakarta pada Tahun 1984, yaitu
sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden
Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan
Sepenuhnya UUPA di DIY. Keputusan Presiden
Nomor 33 Tahun 1984 menentukan bahwa
pelaksanaan pemberlakuan UUPA secara
penuh di Propinsi DIY diatur oleh Menteri Dalam
Negeri. Untuk kepentingan tersebut
dikeluarkanlah Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 66 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan
Pemberlakuan Sepenuhnya UU No. 5 Tahun
1960 di Propinsi DIY.
Sejak UUPA berlaku secara penuh di DIY,
dapat dikatakan telah tercapai suatu kodifikasi
dan unifikasi hukum agraria di Indonesia. Akan
tetapi, kenyataan menunjukkan masih terdapat
kendala dalam melaksanakan ketentuan-
ketentuan UUPA khususnya yang berkaitan
dengan tanah-tanah swapraja atau bekas
swapraja. Terhadap tanah-tanah semacam ini,
diktum Keempat UUPA menentukan sebagai
berikut :
a. Hak-hak dan wewenang atas bumi dan air
dari swapraja atau bekas swapraja yang
masih ada pada waktu mulai berlakunya
Undang-undang ini hapus dan beralih
kepada Negara.
b. Hal-hal yang bersangkutan dengan
ketentuan dalam huruf a di atas diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Oleh karena pengaturan lebih lanjut
peralihan tanah bekas swapraja kepada Negara
sebagaimana ditentukan dalam diktum
Keempat huruf a itu akan diatur dengan
Peraturan Pemerintah, maka dengan
sendirinya tanah-tanah bekas swapraja
tersebut tidak dapat segera dialihkan karena
sampai saat ini Peraturan Pemerintah
sebagaimana dimaksud diktum Keempat huruf
b belum ada. Hal ini antara lain yang
menghambat proses peralihan itu, sehingga di
DIY terkesan pengaturan pertanahannya masih
mendua (Ni’matul Huda, 2000: 90).
Tulisan ini dimaksudkan untuk
memaparkan konstruksi hak atas tanah
keraton Yogyakarta berdasarkan komparasi
sistem hukum tanah nasional dan sistem
hukum tanah keraton Yogyakarta.
B. Sistem Hukum Tanah Nasional
Semua hukum tanah mempunyai obyek
pengaturan yang sama yaitu hak-hak
penguasaan atas tanah. Hak-hak penguasaan
atas tanah macamnya beragam yang
disebabkan karena perbedaan konsepsi yang
melandasi hukum negara yang bersangkutan,
kondisi yang dihadapi dan kebutuhan yang
harus dipenuhi (Boedi Harsono, 2003: 31).
Pembangunan hukum tanah nasional dilandasi
konsepsi hukum adat, yaitu komunalistik
religius, yang memungkinkan penguasaan
tanah secara individual, dengan hak-hak atas
Yustisia Edisi Nomor 68 Mei - Agustus 2006 Komparasi antara Sistem Hukum Tanah ...58
tanah yang bersifat pribadi, sekaligus
mengandung kebersamaan (Boedi Harsono,
2003: 229).
Menurut UUPA semua tanah dalam
wilayah RI adalah  tanah bersama  seluruh
rakyat Indonesia yang telah bersatu menjadi
bangsa Indonesia. Setiap WNI sebagai anggota
bangsa Indonesia, mempunyai hak untuk
menguasai dan menggunakan sebagian tanah
bersama tersebut guna memenuhi kebutuhan
pribadi dan keluarganya, dengan hak-hak yang
bersifat sementara, sampai dengan hak yang
tanpa batas (hak milik). Pengggunaan tanah
tersebut tidak boleh hanya berpedoman pada
kepentingan pribadi semata-mata, melainkan
juga harus diingat kepentingan bersama yaitu
kepentingan bangsa Indonesia (Boedi Harsono,
2003: 235-236).
Menurut UUPA, hirarki hak-hak
penguasaan atas tanah dalam hukum tanah
nasional adalah sebagai berikut : (Boedi
Harsono, 2003: 24)
1. Hak Bangsa Indonesia yang disebut dalam
Pasal 1, sebagai hak penguasaan atas
tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan
publik;
2. Hak menguasai dari negara yang disebut
dalam Pasal 2, semata-mata beraspek
publik;
3. Hak ulayat masyarakat hukum adat yang
dise-but dalam Pasal 3, beraspek perdata
dan publik;
4. Hak-hak perorangan/ individual, semuanya
beraspek perdata terdiri atas :
a. Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak
individual yang semuanya secara
langsung ataupun tidak langsung
bersumber pada Hak Bangsa, yang
disebut dalam Pasal 16 dan  Pasal
53;
b. Wakaf, yaitu Hak Milik yang sudah
diwakafkan Pasal 49;
c. Hak Jaminan atas tanah yang disebut
“Hak Tanggungan” dalam Pasal 25,
33, 39 dan 51.
1. Prinsip-Prinsip Sistem Hukum
Tanah Nasional
Prinsip-prinsip hukum tanah nasional
menurut UUPA adalah sebagai berikut :
a. Kebangsaan (Pasal 1 ayat (1,2,3).
b. Hak menguasai dari negara (Pasal 2)
c. Pengakuan hak ulayat (Pasal 3)
d. Fungsi sosial hak atas tanah (Pasal
6)
e. Hanya WNI yang dapat mempunyai
hak milik (Pasal 9 ayat(1))
f. Persamaan antara laki-laki dan
wanita (Pasal 9 ayat (2))
g. Perlindungan golongan ekonomi
lemah (Pasal 11 ayat (1), Pasal 13
ayat (2,3,4))
h. Landreform (Pasal 7, 10, 17)
i. Hak tata guna tanah (Pasal 14)
2. Hak Menguasai Dari Negara
Hak menguasai dari negara diatur
dalam Pasal 2 UUPA yang berbunyi
sebagai berikut :
a. Atas dasar ketentuan dalam Pasal
33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
dan hal-hal sebagai yang dimaksud
dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang
angkasa, termasuk kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya itu,
pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh
negara sebagai organisasai seluruh
rakyat;
b. Hak menguasai dari negara
termaksud dalam ayat (1) pasal ini
memberi wewenang untuk :
1) mengatur dan
menyelenggarakan peruntukan,
penggunaan, persediaan dan
pemeliharaan bumi, air dan
ruang angkasa tersebut;
2) menentukan dan mengatur
hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang dengan bumi,
air dan ruang angkasa;
3) menentukan dan mengatur
hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum
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yang mengenai bumi, air dan
ruang angkasa.
c. Wewenang yang bersumber pada hak
menguasai dari negara tersebut pada
ayat (2) pasal ini, digunakan untuk
mencapai sebesar-besar
kemakmuran rakyat, dalam arti
kebangsaan, kesejahteraan dan
kemerdekaan dalam masyarakat dan
negara hukum Indonesia yang
merdeka, berdaulat, adil dan makmur;
d. Hak menguasai dari negara tersebut
di atas pelaksanaannya dapat
dikuasakan kepada daerah-daerah
swatantra dan masyarakat-
masyarakat hukum adat, sekedar
diperlukan dan tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional,
menurut ketentuan-ketentuan
Peraturan Pemerintah.
Dengan demikian negara sebagai
organisasi kekuasaan “mengatur”
sehingga membuat peraturan, kemudian
“menyelenggarakan” artinya
melaksanakan, atas penggunaan/
peruntukan, persediaan dan
pemeliharaannya dari bumi, air, ruang
angkasa dan kekayaan alam yang
terkadung di dalamnya. Juga untuk
menentukan dan mengatur (menetapkan
dan membuat peraturan-peraturan) hak-
hak apa saja yang dapat dikembangkan
dari hak menguasai dari negara tersebut.
Kemudian menentukan dan mengatur
(menetapkan dan membuat peraturan-
peraturan) bagaimana seharusnya
hubungan antara orang atau badan hukum
dengan bumi, air dan ruang angkasa dan
kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya.
Atas dasar hak menguasai dari
negara, maka negara sebagai organisasi
kekuasaan seluruh rakyat Indonesia
berwenang memberikan berbagai hak atas
tanah kepada perseorangan dan badan-
badan hukum (AP Parlindungan, 1991: 40-
41). Dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA
ditentukan adanya macam-macam hak
atas tanah yaitu : hak milik, hak guna
usaha, hak guna bangunan, hak pakai,
hak sewa, hak membuka tanah, hak
memungut hasil hutan, hak-hak lain yang
akan ditetapkan dengan UU serta hak-hak
yang bersifat sementara yang disebut
dalam Pasal 53 ( hak gadai, hak usaha
bagi hasil, hak menumpang, hak sewa
tanah pertanian).
Wewenang agraria dalam sistem
UUPA adalah pada pemerintahan sentral
dan pemerintahan daerah tidak boleh
melakukan tindakan kewenangan agraria
jika tidak ditunjuk ataupun didelegasi
wewenang oleh pemerintah kepada
daerah-daerah otonom, ataupun lem-baga
pemerintahan atau kepada departemen
tertentu, ataupun kepada masyarakat
hukum adat, sebagaimana diperjelas oleh
ayat (4) Pasal 2 di atas, dan kesemuanya
akan dituangkan dalam suatu peraturan
tertentu (AP Parlindungan, 1991: 39).
Berbeda dengan sistem UUPA, menurut
Pasal 10 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 13
ayat (1), Pasal 14 ayat (1) UU No. 32
Tahun 2004  wewenang pertanahan
menjadi urusan pemerintah propinsi/
kabupaten/kota.
C. Sistem Hukum Tanah Keraton
Yogyakarta
Pengaturan hak atas tanah keraton
Yogyakarta berkaitan dengan konsep kerajaan
Jawa : Sultan adalah sumber satu-satunya dari
segenap kekuatan dan kekuasaan dan dialah
pemilik segala sesuatu termasuk tanah di
dalam kerajaan, dan karena itu dia diidentikkan
dengan kerajaan. Kehormatan, prestise,
keadilan dan kekuasaan, kebijaksanaan dan
kemakmuran semua terletak padanya (Selo
Sumardjan, 1990: 28). Ada pembedaan yang
tajam antara pemerintahan pada lingkaran
dalam atau lingkaran pertama, yakni keraton,
dengan ketiga lingkaran di luarnya, yakni
nagara, nagaragung dan mancanagara.
Pemerintahan keraton disebut parentah jero
atau pemerintahan dalam; tugas utamanya
mengurus upacara dan ritus keraton, melayani
kepentingan pribadi Sultan dan keluarganya
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dan juga bertindak sebagai penghubung antara
Sultan dengan pemerintahan lingkaran luar.
Pemerintah keraton ini dikuasai oleh keluarga
bangsawan.
Pemerintahan lingkaran luar (parentah
jobo) dikepalai oleh patih Sultan. Kepala yang
berkuasa ini diwakili di nagara, nagaragung,
dan mancanegara oleh bupati, masing-masing
bertanggung jawab atas daerah pemerintahan
yang disebut kabupaten (Selo Sumardjan,
1990: 34).  Dengan UU No. 3 Tahun 1950 jo
UU No. 19 Tahun 1950 pemerintahan luar ini,
yang dikenal dengan sebutan swapraja
Yogyakarta, ditambah dengan swapraja
Pakualaman ditetapkan sebagai Daerah
Istimewa Yogyakarta. UU No. 3 Tahun 1950
yang kemudian diubah dan ditambah dengan
UU No. 19 Tahun 1950 kecuali mengukuh-kan
nama dan wilayah DIY, juga menetapkan or-
gan-organ daerah dan urusan-urusan yang
diserahkan kepada Pemerintah DIY, urusan-
urusan yang diserahkan antara lain urusan
agraria. Dengan Rijksblad Kasultanan  tahun
1918 No. 16 dan Rijksblad Paku Alaman tahun
1918 No. 18, kedua kerajaan itu menyatakan
kekuasaannya atas tanah dalam wila-yah
kerajaannya: semua bumi yang tidak terbukti
dimiliki oleh orang lain dengan hak eigendom,
adalah kepunyaan kerajaan (ku)
Ngayogyakarta (Ni’matul Huda, 2000:94).
Meskipun secara de jure tanah dikuasai
oleh sultan, tetapi secara de facto tanah-tanah
tersebut telah didistribusikan kepada individu
menurut kebutuhannya. Pengaturan
selengkapnya tanah-tanah tersebut sebagai
berikut ;
1. Tanah yang dipakai sendiri oleh Sultan,
ada dua macam yaitu tanah untuk keraton
dengan segala perlengkapannya (tanah
keprabon), dan tanah untuk makam raja-
raja dan Putra Sentana Dalem.
2. Tanah yang diberikan dengan hak pakai
kepa-da Pemerintah Hindia Belanda,
kantor-kantor, asrama militer, Kereta Api
dan sebagainya.
3. Tanah yang diberikan kepada NIS untuk
keperluan jalan Kereta Api, dengan hak
konsesi (tanah ini telah habis kontraknya
tanhun 1971, tetapi belum dikembalikan
kepada pihak keraton).
4. Tanah yang diberikan kepada orang asing
dengan hak eigendom dan opstal.
5. Tanah yang diberikan kepada
onderneming untuk emplasemen pabrik
dan perusahaan pegawainya dengan hak
konsesi. Tanah ini juga telah habis masa
kontraknya.
6. Tanah yang diberikan dengan hak pakai
kepada kerabat/ sentana (tanah
kasentanan).
7. Tanah yang diberikan karena jabatan para
abdi dalem seperti Patih, Wedana.
8. Tanah untuk pohon buah-buahan (tanah
kebonan).
9. Tanah untuk pembina agama Islam (tanah
mutihan).
10. Tanah untuk pejabat yang berjasa (tanah
perdikan).
11. Tanah untuk rakyat di dalam kota
diberikan dengan hak anganggo. Sejak
tahun 1925 berdasarkan Rijksblad 1925
No. 23 dan 24 diberikan hak milik dan
didaftar pada Kantor Urusan Tanah Kodya
Yogyakarta.
12. Tanah untuk rakyat di luar kota diberikan
dengan hak anggarap. Dengan Rijksblad
1918 No. 16 diberikan hak anganggo turun
temurun. Dengan Peraturan DIY 1954 No.
5 hak anganggo turun temurun itu diubah
menjadi hak milik.
Tanah-tanah yang masih merupakan
tanah keraton diurus oleh Kawedanan Hageng
Punokawan Wahono Sarta Kriyo cq. Kantor
Paniti Kismo Keraton Ngayogyakarta (Ni’matul
Huda, 2000: 98).
Prinsip-prinsip hak atas tanah yang diatur
dalam peraturan DIY No. 5 Tahun 1954 adalah
sebagai berikut :
1. Pernyataan bahwa DIY mempunyai
kekuasaan untuk mengatur hak atas
tanah, sesuai dengan Domeinverklaring
tahun 1918.
2. Peraturan hak atas tanah di dalam kota
Yogyakarta belum perlu diubah.
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3. Kalurahan-kalurahan dalam batas yang
tertentu diberi hak untuk mengurus dan
mengatur mengingat adat.
4. Kepada perseorangan diberi hak milik
perseorangan turun temurun.
5. Kalurahan sebagai badan hukum diberi
hak milik atas tanah terhadap tanah yang
sampai saat ini sudah dikuasai.
6. Larangan bagi bangsa asing untuk
mempunyai hak milik
7. Batalnya hak milik karena diterlantarkan.
8. Jaminan untuk pemerintah memperoleh
tanah dengan cara jual beli atau
pencabutan hak.
9. Pemilikan tanah oleh badan hukum diatur
dengan peraturan tersendiri.
Kebijakan paling akhir yang dikeluarkan
oleh kepala BPN melalui suratnya tanggal 21
Oktober 2003 No. 570.34-2493 adalah
dimungkinkannya pemberian hak atas tanah
(hak pakai) di atas tanah kasultanan.
D. Konstruksi  Hak Atas Tanah Keraton
Yogyakarta
1. Hak Milik Sultan atas Tanah
Keraton
Dalam Diktum Keempat UUPA
diadakan penegasan tentang hak-hak dan
wewenang-wewenang swapraja dan bekas
swapraja atas bumi dan air. Hak-hak dan
wewenang-wewenang yang masih ada
pada tanggal 24 September 1960
dinyatakan hapus dan beralih kepada
negara.
Berdasarkan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah No. 224 Tahun 1961 maka
tanah-tanah yang sudah beralih kepada
negara itu diberi peruntukan sebagian
untuk kepentingan pemerintah, sebagian
untuk mereka yang langsung dirugikan
karena dihapuskannya hak swapraja atas
tanah itu, dan sebagian untuk dibagikan
kepada rakyat menurut ketentuan
landreform yang diatur menurut Peraturan
Pemerintah ini. Yang dimaksud
kepentingan pemerintah ialah kepentingan
pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah. Sedang yang dimaksud dengan
mereka yang dirugikan ialah mereka yang
pada waktu hak dan wewenang atas tanah
dari swapraja dan bekas swapraja itu
belum dihapuskan, memperoleh peng-
hasilan berhubung mereka diserahi untuk
mengurusnya atau mengusahakannya
ataupun karena memegang suatu jabatan
(Penjelasan Pasal 4 PP No. 224 Tahun
1961).
Menurut Pasal 16 ayat (1) RUU Hak
Atas Tanah (alternatif 1) kepada bekas
pemilik tanah negara bekas swapraja yang
masih menguasai secara langsung dapat
diberikan prioritas untuk memperoleh
sesuatu hak atas tanah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Selanjutnya
dalam penjelasannya dinyatakan bekas
pemilik menguasai secara langsung
apabila tanah tersebut secara nyata
dikuasai secara fisik atau dikuasai pihak
lain dengan persetujuannya. Dengan
demikian tanah ini berada di bawah
pengelolaan bekas pemilik tersebut.
Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 PP
No. 224 Tahun 1961 jo Pasal 16 ayat (1)
RUU Hak Atas Tanah (Alternatif 1) maka
sultan, raja keraton Yogyakarta sebagai
bekas pemilik tanah swapraja dan sampai
saat ini masih menguasai secara langsung
diprioritaskan untuk memperoleh hak milik
atas tanah keraton dengan pertimbangan
sebagai diuraikan di bawah ini. Keraton
Yogyakarta merupakan pemerintahan
keraton yang tugas utamanya mengurus
upacara dan ritus keraton, melayani
kepentingan pribadi Sultan dan
keluarganya dan juga bertindak sebagai
penghubung antara Sultan dengan
pemerintahan lingkaran luar (Selo
Sumandjan, 1990: 34).
Keraton Yogyakarta merupakan
sistem kemasyarakatan feodal.
Feodalisme merupakan sistem
kemasyarakatan yang didasarkan pada
kekuasaan seorang penguasa (raja atau
ratu) yang dianggap memiliki kekuatan
adikodrati. Kekuasaan didapatkan dari
Yustisia Edisi Nomor 68 Mei - Agustus 2006 Komparasi antara Sistem Hukum Tanah ...62
NO HAL SISTEM HAT NASIONAL 
SISTEM HAT 
KASULTANAN 
KONSTRUKSI HAT KERATON 
YOGYAKARTA 
1 Dasar 
Hukum 
UUPA RK No. 16 Tahun 1918 jo 
RK No. 23 Tahun 1925 jo 
RK No. 16 Tahun 1930 dan 
Peraturan DIY No. 5 Tahun 
1954 
Ajaran Paul Scholten 
2 Konsepsi Komunalistik  Religius 
yang memungkinkan pe-
nguasaan tanah secara 
individual dengan hak-hak 
atas tanah yang bersifat 
pribadi sekaligus mengan-
dung unsur kebersamaan  
Sultan sebagai pemilik se-
gala sesuatu yang ada da-
lam kerajaannya termasuk 
tanah. 
Sultan sebagai pemilik segala se-
suatu yang ada dalam kerajaannya 
termasuk tanah, dimana hak milik 
sultan merupakan bagian dari hak 
bangsa. 
3 Fungsi 
Tanah 
Tanah untuk kemak-
muran bersama, tanah 
bukan sebagai komoditas 
Tanah sebagai alat legi-
timasi kekuasaan raja dan 
hasil tanah untuk konsumsi 
rakyat dan bangsawan 
Tanah untuk kemakmuran bersama, 
tanah bukan sebagai komoditas 
4 Hierarki a. Hak bangsa 
b. HMN 
c. Hak ulayat 
d. Hak-hak perorangan: 
1. HAT yang bersum-
ber pada hak 
bangsa 
2. Wakaf  
3. Hak tanggungan 
a. Hak milik sultan 
b. Hak menguasai peme-
rintah propinsi DIY 
c. Hak atas tanah per-
orangan yang bersum-
ber pada hak milik 
sultan 
a. Hak bangsa 
b. Hak menguasai pemerintah pro-
pinsi DIY 
c. Hak-hak perorangan : 
1.  HAT: 
    -   primer : HM   Sultan 
    - Sekunder: HAT yang ber-
sumber pada HM Sultan 
2.  Wakaf  
3.  Hak tanggungan 
5 Kewenang-
an Pertana-
han 
Urusan pemerintah pusat Urusan pemerintah propinsi 
DIY 
Urusan pemerintah propinsi DIY 
6 Prinsip a. Kebangsaan a. Hak milik sultan a. Kebangsaan 
“atas”, dari kekuatan-kekuatan adikodrati
atau “supernatural”, bukan dari ‘bawah”
atas dasar dukungan rakyatnya. Sang raja
merupakan utusan atau wakil dari sebuah
kekuasaan Ilahi atau Dewa yang
menciptakan perdamaian dan
kemakmuran di seluruh alam semesta.
Kalau raja ini ditentang maka ketentraman
alam semesta akan terganggu.
Feodalisme selalu erat hubungannya
dengan agama atau kepercayaan yang
menyerupai agama (Arief Budiman, 1996:
12).
Dengan demikian berdasarkan Pasal
21 ayat (2), penjelasan umum II (5) UUPA
maka sultan sebagai raja keraton
Yogyakarta (sebagai lembaga
kemasyarakatan yang erat hubungannya
dengan agama/ kepercayaan yang
menyerupai agama) dapat diberi
dispensasi oleh pemerintah untuk
mempunyai hak milik atas tanah keraton
dengan syarat tertentu.  Menurut Paul
Scholten sistem hukum ada dalam
kesadaran hukum manusia (Paul
Scholten, 2003 : 37). Jika memang
kesatuan dalam hukum adalah unsur yang
mutlak harus ada dalam kehidupan
kejiwaan manusia, maka apapun isi
hukum itu, betapapun juga sistematika
dari hukum itu dapat berbeda dari
sistematika hukum dari bangsa-bangsa
lain dan waktu-waktu lain, niscaya bahwa
sistem-sistem itu dapat saling
dibandingkan, bahkan bersama-sama
mewujudkan suatu kesatuan (Paul
Scholten, 2003: 37).
Berdasarkan pendapat Paul Scholten
tersebut di atas dapat dibuat konstruksi
hak atas tanah keraton Yogyakarta
berdasarkan komparasi sistem hukum
tanah nasional dan sistem hukum tanah
keraton Yogyakarta, sebagaimana terlihat
dalam matrik di bawah ini.
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Adapun kedudukan hak  milik sultan
atas tanah keraton Yogyakarta dalam
hukum tanah nasional adalah sebagai
berikut :
a. Hak Bangsa Indonesia yang disebut
dalam Pasal 1, sebagai hak
penguasaan atas tanah yang
tertinggi, beraspek perdata dan
publik;
b. Hak menguasai dari negara yang
disebut dalam Pasal 2, beraspek
publik;
c. Hak ulayat masyarakat hukum adat
yang disebut dalam Pasal 3,
beraspek perdata dan publik;
d. Hak-hak perorangan/ individual,
semuanya beraspek perdata terdiri
atas:
1) Hak-hak atas tanah sebagai
hak-hak individual yang
semuanya secara langsung
ataupun tidak langsung
bersumber pada Hak Bangsa,
yang disebut dalam Pasal 16
dan  Pasal 53; termasuk hak
milik sultan;
2) Wakaf, yaitu Hak Milik yang
sudah diwakafkan Pasal 49;
3) Hak Jaminan atas tanah yang
disebut “Hak Tanggungan”
dalam Pasal 25, 33, 39 dan 51.
2. Hak Menguasai dari Pemerintah
Propinsi DIY
Sistem pemerintahan Kasultanan
Yogyakarta dijalankan dengan membentuk
suatu sistem satuan-satuan administratif
yang sangat otonom sifatnya dan swa-
sembada dalam keuangannya. Dengan
demikian urusan pertanahan dilaksanakan
oleh pemerintah propinsi DIY. Hal ini
sejalan dengan pendapat Bagir Manan
mengenai perlunya desentralisasi (dalam
Winahyu Erwiningsih, 2000: 84-85):
a. Sebagai cerminan dari ciri
kerakyatan yang mengedepankan
sikap arif bijaksana dalam
memecahkan segala sesuatu se-
cara musyawarah. Musyawarah
dilakukan sebagai wujud
keikutsertaan rakyat dalam
penyelenggaraan pemerintahan di
tingkat daerah dengan memberi
wewenang, tugas dan tanggung jawab
untuk mengatur dan mengurus
kepentingan-kepentingan rumah
tangganya daerah sendiri dengan
secara bebas melakukan berbagai
prakarsa (inisiatif) dalam batas-batas
ketentuan yang berlaku.
b. Untuk lebih memberikan
penghargaan atas pemerintahan asli
yang telah ada sejak dahulu baik
dalam bentuk pemerintah otonom,
atas tanah 
e. Hanya WNI yang 
dapat mempunyai 
hak milik 
f. Persamaan antara 
laki-laki dan wanita 
g. Perlindungan 
golongan ekonomi 
lemah 
h. Landreform  
i. Tata guna tanah 
tanah 
d. Hanya WNI yang 
dapat mempunyai hak 
milik 
e. Persamaan antara 
laki-laki dan wanita 
f. Perlindungan 
golongan ekonomi 
lemah 
g. Landreform 
 
mempunyai hak milik 
e. Persamaan antara laki-laki dan 
wanita 
f. Perlindungan golongan 
ekonomi lemah 
g. Landreform 
h. Tata guna tanah 
 
 
6 Prinsip a. Kebangsaan 
b. HMN 
c. Pengakuan hak 
ulayat 
d. Fungsi sosial hak 
a. Hak milik sultan 
b. Hak menguasai 
pemerintah propinsi 
DIY 
c. Fungsi sosial hak atas 
a. Kebangsaan 
b. Hak menguasai pemerintah 
propinsi DIY 
c. Fungsi sosial hak atas tanah 
d. Hanya WNI yang dapat 
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swapraja maupun pemerintah desa,
tentu saja bentuk pemerintahan
tersebut harus disesuaikan dengan
kemajuan bangsa;
c. Lebih menghargai akan kebhinne-
kaan bangsa baik dari segi ekonomi,
sosial, budaya dan kepercayaan.
Kebhinekaan itu menimbulkan hajat
hidup dan kebutuhan yang berbeda
dari daerah satu dengan lainnya.
Rakyat setempatlah yang mengetahui
akan kebutuhan mereka, ini sesuai
dengan prinsip keadilan sosial bagi
seluruh bangsa Indonesia;
d. Sesuai dengan prinsip Negara Hukum
yang demokratis di mana kekuasaan
pusat dibatasi berdasarkan kedaula-
tan rakyat. Salah satu bentuknya
ialah dengan cara pemencaran
kekuasaan badan-badan kenegaraan
meluputi tugas administratif dan tugas
legislasi utamanya terhadap masa-
lah-masalah penting bagi daerah.
Dengan demikian pemerintah propinsi
DIY wajib melaksanakan kewenangan
pertanahan yang meliputi : (Winahyu
Erwiningsih, 2000:85-86)
a. Mengatur mengenai persediaan,
penggunaan dan peruntukan tanah di
wilayahnya baik untuk kepentingan
manusia perseorangan, kepentingan
sosial, keagamaan, kepentingan
ekonomi, pertanian, industri, serta
kepentingan daerah dan negara;
b. Melakukan perencanaan penggunaan
tanah yang meliputi penggunaan atas
ruang di atas dan di bawah tanah
sesuai dengan batas-batas peruntu-
kannya;
c. Mengatur pola hubungan antara tanah
dengan manusia warga dengan
penduduk di daerah
d. Mengatur hubungan antara manusia
dengan manusia berkaitan dengan
tanah di wilayahnya termasuk
mempersiapkan kelembagaannya
agar hubungan hukum yang terjadi
dapat terjamin pemenuhannya.
Dalam melaksanakan kewenangan
tersebut pemerintah propinsi DIY harus
memperhatikan : (Winahyu Erwiningsih,
2000: 86)
a. Ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku berkaitan
dengan tanah berdasarkan asas taat
asas;
b. Dalam pembuatan peraturan daerah
sejauh mungkin melibatkan unsur-
unsur legislatif daerah menurut
kewenangan yang ada;
c. Aspek keadilan sosial serta
pemanfaatan-nya yang dapat
menjamin peningkatan
kesejahteraan;
d. Penghargaan secara proporsional
terhadap unsur-unsur kebudayaan
asli daerah berkaitan dengan nilai dan
fungsi tanah.
3. Ketentuan-Ketentuan Pokok Hak
Atas Tanah Keraton Yogyakarta
Sebagai Lembaga Hukum
a. Sistematika hak atas tanah keraton
Yogyakarta
Pengelompokan hak atas tanah
keraton Yogyakarta adalah sebagai
berikut :
1) Hak atas tanah primer adalah hak
milik sultan yang bersumber
pada hak bangsa yang diberikan
oleh negara.
2) Hak atas tanah sekunder adalah
hak atas tanah yang bersumber
pada hak milik sultan (HGB, hak
pakai, hak gadai, hak usaha
bagi hasil, hak menumpang, hak
sewa dan lain-lain).
b. Isinya yang berupa kewenangan.
Hak atas tanah memberi kewenangan
kepada pemegang haknya untuk
mempergunakan tanah yang dihaki.
Kewenangan mempergunakan tanah
dalam arti permukaan bumi tersebut,
secara wajar diperluas hingga
meliputi juga sebagian tubuh bumi
yang ada di bawahnya dan sebagian
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ruang yang ada di atasnya, karena
tidak mungkin untuk keperluan
apapun yang digunakan hanya
tanahnya saja yang berupa
permukaan bumi itu. Demikian juga
mengenai air yang ada di atas
maupun di dalam bumi di bawah
tanah yang dihaki. Pemegang hak
atas tanah boleh menggunakannya
untuk keperluan pribadinya, misalnya
untuk keperluan sehari-hari bagi
kegiatan rumah tangga dan usa-
hanya, dalam batas-batas kewajaran.
Penggunaan wewenang tersebut di
atas tidak boleh menimbulkan
kerugian/ menganggu pihak lain dan
tidak boleh ada praktek-praktek
pemerasan.
c. Kewajiban
Setiap pemegang hak atas tanah
memiliki kewajiban :
1) Hak atas tanah mempunyai
fungsi sosial
2) Memelihara tanah
3) Mengerjakan/mengusahakan
sendiri tanah pertanian
d. Subyek Hak, asas-asasnya :
1) Tidak ada kebebasan dalam
pemindahan hak atas tanah,
karena bagi tiap hak atas tanah
ditentukan syarat yang harus
dipenuhi oleh subyeknya.
2) Tiap warganegara Indonesia
diperbolehkan menguasai tanah
dengan hak apa pun, kecuali jika
secara tegas ada larangan yang
tidak memungkinkannya.
3) Tidak diadakan perbedaan
antara sesama warganegara In-
donesia, yang didasarkan atas
perbedaan ras atau kelamin,
melainkan atas perbedaan
kedudukan ekonomi yang kuat
dan lemah.
4) Bagi badan-badan hukum dan
orang-orang asing hanya terbuka
kemungkinan menguasai tanah
dengan sesuatu hak, jika hal itu
secara tegas disebut dalam
peraturan yang bersangkutan.
5) Status hukum tanah tidak
mengikuti status hukum
pemegang haknya.
6) Bagi terciptanya dan
kelangsungan keberadaannya,
sesuatu hak atas tanah
dipengaruhi oleh status calon
pemegang hak atau pemegang
haknya.
e. Obyek hak, meliputi ketentuan
sebagai berikut :
1) Jenis tanahnya
2) Letak tanahnya
3) Luas tanah yang dihaki
4) Lamanya tanah dikuasai
E. Simpulan
Meskipun antara sistem hukum tanah
nasional dan sistem hukum tanah keraton
Yogyakarta terdapat perbedaan mengenai
konsepsi, hierarki dan kewenangan pertanahan
tetap dapat dipersatukan untuk membuat
konstruksi hak atas tanah keraton Yogyakarta
mengingat dalam kedua sistem hukum tanah
tersebut terdapat persamaan mengenai fungsi
tanah dan prinsip-prinsip/ asas-asasnya. Hak
atas tanah keraton Yogyakarta dapat
dikelompokkan menjadi dua yaitu : pertama,
hak atas tanah primer yaitu hak milik sultan
yang bersumber pada hak bangsa dan
diberikan oleh negara. Kedua, hak atas tanah
sekunder yaitu hak atas tanah yang bersumber
pada hak milik sultan.
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